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RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sebelumnya
mewajibkan dipertahankannya luas kawasan hutan minimal 30% dari luas
daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, dengan menghapus frasa “minimal 30%” dan
menggantinya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan luas
kawasan hutan sesuai kondisi fisik dan geografis wilayah. Perubahan tersebut
menimbulkan persoalan hukum lingkungan karena menghilangkan standar
kuantitatif minimum yang selama ini berfungsi sebagai batas perlindungan
ekologis nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi normatif
batas minimal luas kawasan hutan dalam mencegah pencemaran lingkungan
udara serta menjaga kualitas udara dalam sistem hukum lingkungan Indonesia,
sekaligus mengkaji perubahan norma tersebut berdasarkan prinsip non-
regression dalam hukum lingkungan. Penelitian menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan tipe doctrinal research.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan
hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, dan literatur hukum, serta bahan hukum
tersier sebagai penunjang analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui
penafsiran sistematis terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum
lingkungan, teori tujuan hukum Gustav Radbruch, serta perkembangan prinsip-
prinsip hukum lingkungan internasional.
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Hasil penelitian pada Bab II menunjukkan bahwa ketentuan batas
minimal luas kawasan hutan sebesar 30% memiliki fungsi normatif yang sangat
penting dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Norma tersebut tidak hanya
merupakan kebijakan kehutanan administratif, tetapi juga merupakan bentuk
implementasi mandat konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pengelolaan sumber
daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Selain
itu, keberadaan kawasan hutan berhubungan erat dengan pemenuhan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai natural carbon
sink yang menyerap karbon dioksida, partikulat, dan berbagai polutan udara
lainnya sehingga berperan penting dalam mencegah pencemaran udara dan
menjaga kualitas lingkungan hidup. Dari perspektif hukum lingkungan,
ketentuan minimal 30% merupakan ecological threshold norm atau norma
ambang batas ekologis yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap
kerusakan lingkungan. Norma tersebut juga memiliki fungsi pembatas (/imiting
function) yang mengendalikan pemanfaatan kawasan hutan agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penelitian
menemukan bahwa ketentuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, khususnya dalam implementasi asas kelestarian dan
keberlanjutan, asas kehati-hatian, asas ekoregion, serta prinsip perlindungan hak
generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam perspektif teori Gustav
Radbruch, keberadaan norma minimal 30% mencerminkan keseimbangan
antara nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Kemanfaatan
tercermin dari terjaganya fungsi ekologis hutan bagi masyarakat, kepastian
hukum diwujudkan melalui standar kuantitatif yang jelas dan terukur, sedangkan
keadilan tercermin dalam perlindungan kepentingan ekologis lintas generasi.
Oleh karena itu, norma batas minimal kawasan hutan dapat dipandang sebagai
salah satu pilar utama sistem perlindungan lingkungan hidup nasional yang
berfungsi menjaga stabilitas ekosistem, kualitas udara, serta keberlanjutan
fungsi lingkungan hidup.

Pada Bab III, penelitian menganalisis perubahan ketentuan batas minimal luas
kawasan hutan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif prinsip
non-regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan frasa
“minimal 30%” telah mengubah karakter norma dari norma kuantitatif yang
pasti menjadi norma yang bersifat diskresioner dan sangat bergantung pada
kebijakan pemerintah. Perubahan tersebut menghilangkan ratio legis yang
sebelumnya menjadi dasar pembenaran normatif perlindungan kawasan hutan,
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yaitu menjaga keseimbangan ekologis melalui penetapan batas minimum yang
tidak boleh dilampaui. Dalam perspektif prinsip non-regression, penghapusan
standar minimum tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kemunduran
(regression) dalam perlindungan lingkungan hidup karena menurunkan tingkat
perlindungan yang sebelumnya telah dijamin oleh hukum. Penelitian
menemukan bahwa perubahan norma ini berpotensi memperlemah rezim
pencegahan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, karena tidak lagi
terdapat parameter minimum yang mengikat dalam mempertahankan luas
kawasan hutan. Selain itu, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan
disharmonisasi horizontal dengan Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengedepankan prinsip kehati-hatian,
pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup.
Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perubahan tersebut memang
dapat dipandang memberikan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan, namun
di sisi lain mengurangi kepastian hukum dan berpotensi mengabaikan keadilan
ekologis bagi generasi mendatang. Berdasarkan hasil analisis, penelitian
menyimpulkan bahwa ketentuan batas minimal luas kawasan hutan sebesar 30%
memiliki fungsi normatif yang strategis sebagai instrumen perlindungan
lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran udara. Sementara itu,
penghapusan ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Cipta Kerja
menunjukkan kecenderungan penurunan standar perlindungan lingkungan yang
tidak sejalan dengan prinsip non-regression dalam hukum lingkungan modern.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan kembali instrumen perlindungan kawasan
hutan melalui kebijakan dan regulasi yang menjamin keberadaan standar
perlindungan ekologis minimum guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,
kualitas udara, serta hak generasi kini dan generasi mendatang atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat.
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ABSTRAK

Kata Kunci: batas minimal kawasan hutan, non-regression, hukum lingkungan,
pencemaran udara, Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi normatif batas minimal luas
kawasan hutan dalam mencegah pencemaran lingkungan udara serta menjaga kualitas
udara dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, dan menganalisis perubahan
ketentuan tersebut pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja ditinjau dari prinsip non-regression hukum lingkungan. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe doctrinal research yang
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketentuan batas minimal 30% kawasan hutan dalam Pasal 18 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki fungsi
normatif sebagai ecological threshold norm, instrumen perlindungan kualitas udara,
implementasi prinsip kehati-hatian, serta jaminan pemenuhan hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat. Norma tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pembatas
terhadap eksploitasi kawasan hutan guna menjaga daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup. Perubahan ketentuan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang
menghapus frasa “minimal 30%” telah menggeser pengaturan dari norma kuantitatif
yang pasti menuju norma yang bersifat diskresioner dengan menyerahkan penentuan
luas kawasan hutan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan kondisi fisik dan geografis
wilayah. Dari perspektif prinsip non-regression, perubahan tersebut berpotensi
menimbulkan kemunduran (regression) standar perlindungan lingkungan karena
menghilangkan batas minimum perlindungan ekologis yang sebelumnya bersifat tegas
dan terukur. Penghapusan batas minimal tersebut juga berpotensi mengurangi
kepastian hukum, melemahkan fungsi preventif hukum lingkungan, serta mengurangi
efektivitas perlindungan terhadap kualitas udara dan kelestarian ekosistem hutan. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan kembali norma perlindungan kawasan hutan melalui
pengaturan yang menetapkan standar minimum yang jelas dan terukur guna menjamin
keberlanjutan fungsi ekologis hutan, perlindungan lingkungan hidup, dan pemenuhan
hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
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ABSTRACT

Keywords: minimum forest area, non-regression, environmental law, air
pollution, Job Creation Law.

This study aims to analyze the normative function of the minimum forest area
requirement in preventing air pollution and maintaining air quality within the
Indonesian environmental legal system, and to examine the amendment of such
provision following the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job
Creation from the perspective of the environmental law principle of non-
regression. This research is a normative legal study employing doctrinal
research through statutory and conceptual approaches. The legal materials
consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed using a
prescriptive method. The findings reveal that the 30% minimum forest area
requirement under Article 18 paragraph (2) of Law Number 41 of 1999
concerning Forestry functioned as an ecological threshold norm, an instrument
for air quality protection, an implementation of the precautionary principle, and
a guarantee of the right to a good and healthy environment. The provision also
served as a limitation on forest exploitation to maintain environmental carrying
and assimilative capacities. The amendment introduced by the Job Creation Law
removed the phrase “minimum 30% " and shifted the regulation from a fixed
quantitative standard to a discretionary norm by granting the Central
Government authority to determine the extent of forest areas based on the
physical and geographical characteristics of a region. From the perspective of
the non-regression principle, the amendment potentially constitutes a regression
in environmental protection standards because it eliminates the previously clear
and measurable minimum ecological safeguard. The removal of the minimum
threshold may also reduce legal certainty, weaken the preventive function of
environmental law, and diminish the effectiveness of protecting air quality and
forest ecosystem sustainability. Therefore, strengthening forest protection
regulations through the re-establishment of clear and measurable minimum
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standards is necessary to ensure the sustainability of forest ecological functions,
environmental protection, and the fulfillment of the constitutional right to a good
and healthy environment.
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